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 This study aims to determine whether there is influence of local revenue (PAD), and  
the general allocation fund (DAU) for budget allocations in the areas measured by indirect 
expenditures and direct spending. Independent variable in this study is a local revenue and 
general allocation fund, while the dependent variable is a budget allocations. Tool statistical 
test used was the IBM SPSS 16. The study population is a district/city of east java years 
2009-2012. Sampling was done by purposive sampling study that there are 152 sample  that 
meet the criteria of the sample.  The results of this study indicate that the PAD, and DAU has 
a positive and significant impact on expenditure allocation. 
 





Reformasi sektor publik yang disertai 
adanya tuntutan demokratisasi menjadi 
suatu fenomena global termasuk di 
Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini 
menyebabkan aspek transparansi dan 
akuntabilitas. Kedua aspek tersebut 
menjadi hal penting dalam pengelolaan 
pemerintah termasuk di bidang 
pengelolaan keuangan negara maupun 
daerah (Mardiasmo, 2002 : 50). Pengamat 
ekonomi, pengamat politik, investor, 
hingga rakyat mulai memperhatikan setiap 
kebijakan dalam pengelolaan keuangan.  
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah yang kemudian 
direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, maka daerah 
diberikan otonomi atau kewenangan 
kepada daerah untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri. Pemerintah daerah 
mempunyai hak dan kewenangan yang 
luas untuk menggunakan sumber-sumber 
keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 
berkembang di daerah. Adanya 
desentralisasi keuangan merupakan 
konsekuensi dari adanya kewenangan 
untuk mengelola keuangan secara mandiri. 
 Pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan asas 
desentralisasi dilakukan atas beban APBD. 
Penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat berdasaekan 
asas desentralisasi, kepada daerah 
diberikan kewenangan untuk memungut 
pajak/retribusi dan mengelola Sumber 
Daya Alam. Sumber dana bagi daerah 
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman 
Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Halim, 2002 : 64-65).  
 Desentralisasi penyusunan anggaran 
berbasis pada teori fiscal federalism, 
dimana penekanannya lebih kepada 
reveneu and expenditure assigment. Teori 
fiscal federalism ,menjelaskan bahwa 
penyusunan anggaran harus berbasis pada 
kebutuhan dari masyarakatnya. Logika 
penjelasannya adalah bahwa penerapan 
desentralisasi anggaran menyebabkan 
pemerinah daerah akan lebih dekat dengan 
masyarakatnya, sehingga lebih mengetahui 
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informasi tentang kebutuhan 
masyarakatnya. Pemerintah daerah juga 
akan lebih mengetahui sember daya dan 
sumber ekonomi daerah.  Berbasis 
pengatahuan tentang kebutuhan dan 
sumber daya dan ekonomi inilah yang 
digunakan untuk menyusun anggaran 
pendapaatan dan belanja daerah (APBD). 
APBD yang penyusunannya dilandasi 
pengetahuan tentang kebutuhan 
masyarakat dan ditunjang dengan 
pengetahuan tentang informasi sumber 
daya dan sumber ekonomi akan 
menghasilkan rencana pembangunan  yang 
realistis. Artinya anggaran pendapatan dan 
belanja daerah diharapkan akan mampu 
menjadi alat dalam mendorong penigkatan 
capaian layanan yang lebih baik sesuai 
kebutuhan masyarakat (Samekto,2011). 
 Dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang pemerintah dareah, 
disebutkan bahwa “untuk pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana 
Perimbangan yang terdiri dari Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang 
terdiri dari pajak dan sumber daya alam”. 
Disamping Dana Perimbangan tersebut, 
Pemerintah Daerah mempunyai sumber 
pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain 
pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan 
semua dana tersebut diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah. Dana transfer dari 
Pemerintah Pusat digunakan secara efektif 
dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan pelayanannya kepada 
masyarakat. 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan semua penerimaan daerah yang 
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 
Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah hendaknya didukung upaya 
Pemerintah Daerah dengan meningkatkan 
kualitas layanan publik (Halim, 2002 : 64). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap 
daerah berbeda-beda. Daerah yang 
memiliki kemajuan dibidang industri dan 
memiliki kekayaan alam yang melimpah 
cenderung memiliki PAD jauh lebih besar 
dibanding daerah lainnya, begitu juga 
sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan 
Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada 
daerah yang sangat kaya karena memiliki 
PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah 
yang tertinggal karena memiliki PAD yang 
rendah. 
 Menurut (Halim, 2009 : 62) 
permasalahan yang dihadapi daerah pada 
umumnya berkaitan dengan penggalian 
sumber-sumber pajak dan retribusi daerah 
yang merupakan salah satu komponen dari 
PAD masih belum memberikan 
konstribusi signifikan terhadap penerimaan 
daerah secara keseluruhan. Kemampuan 
perencanaan dan pengawasan keuangan 
yang lemah. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang 
sangat berarti bagi daerah. Peranan 
Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai 
kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil 
dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang 
dari 10% hingga 50%. Sebagian besar 
wilayah Provinsi dapat membiayai 
kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. 
Distribusi pajak antar daerah sangat 
timpang karena basis pajak antar daerah 
sangat bervariasi. Peranan pajak dan 
retribusi daerah dalam pembiayaan yang 
sangat rendah dan bervariasi terjadi, hal ini 
terjadi karena adanya perbedaan yang 
sangat besar dalam jumlah penduduk, 
keadaan geografis (berdampak pada biaya 
relative mahal) dan kemampuan 
masyarakat, sehingga dapat 
mengakibatkan biaya penyediaan 
pelayanan kepada masyarakat sangat 
bervariasi. 
 Dana Alokasi Umum merupakan 
dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Pembagian dana untuk daerah melalui bagi 
hasil berdasarkan daerah penghasil 
cenderung menimbulkan ketimpangan 
antar daerah. Daerah yang mempunyai 
potensi pajak dan Sumber Daya Alam 
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(SDA) yang besar hanya terbatas pada 
sejumlah daerah tertentu saja. Peranan 
Dana Alokasi Umum terletak pada 
kemampuannya untuk menciptakan 
pemerataan berdasarkan pertimbangan atas 
potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari 
masing-masing daerah. 
 Permasalahan Dana Alokasi Umum 
terletak pada perbedaan cara pandang 
antara pusat dan daerah tentang Dana 
Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi 
Umum dijadikan instrument horizontal 
imbalance untuk pemerataan atau mengisi 
fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi 
Umum dimaksudkan untuk mendukung 
kecukupan. Permasalahan timbul ketika 
daerah meminta Dana Alokasi Umum 
sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi 
Dana Alokasi Umum berdasarkan 
kebutuhan daerah belum bisa dilakukan 
karena dasar perhitungan fiscal needs tidak 
memadai (terbatasnya data, belum ada 
standar pelayanan minimum masing-
masing daerah, dan sistem penganggaran 
yang belum berdasarkan pada standar 
analisis belanja). Ditambah total 
pengeluaran anggaran khususnya APBD 
belum mencerminkan kebutuhan 
sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. 
 Sumber-sumber Pendapatan Daerah 
yang diperoleh dan dipergunakan untuk 
membiayai penyelenggaran urusan 
Pemerintah Daerah. (Kawedar, 2007 : 55) 
mengatakan bahwa belanja daerah dirinci 
menurut urusan Pemerintah 
Daerah,organisasi, program, kegiatan, 
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 
belanja. Belanja daerah dipergunakan 
dalam rangka mendanai pelaksanaan 
urusanpemerintah yang menjadi 
kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota 
yang terdiridari urusan wajib, urusan 
pilihan dan urusan yang penanganannya 
dalam bidangtertentu yang dapat 
dilaksanakan bersama antara Pemerintah 
Pusat danPemerintah Daerah. Belanja 
penyelenggaran urusan wajib 
diprioritaskan untuk melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat dalam upaya memenuhi 
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 
bentuk peningkatanpelayanan dasar, 
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 
fasilitas umum yanglayak serta 
mengembangkan sistem jaminan sosial. 
Dalam rangka memudahkan penilaian 
kewajaran biaya suatu program atau 
kegiatan, belanja menurutkelompok 
belanja terdiri dari belanja tidak langsung 
dan belanja langsung. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian Terdahulu 
 (Anggraeni & Suhardjo, 2010) 
meneliti pengaruh dana alokasi umum 
(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) 
dengan belanja pemerintah daerah. Data 
dalam penelitian menggunakan 
dokumentasi APBD Pemerintah Daerah di 
35 Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa 
Tengah. Hasil penelitian tersebut adalah 
Dana Alokasi Umum mempengaruhi 
Belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. 
Jika ada peningkatan jumlah DAU, maka 
akan terjadi peningkatan pula pada jumlah 
Belanja Pemda yang akan dikeluarkan oleh 
pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, 
Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi 
Belanja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. 
Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka 
akan terjadi peningkatan pula pada jumlah 
Belanja Pemda yang aka dikeluarkan oleh 
pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.  
 (Paujiah, 2012) meneliti pengaruh 
dana alokasi umum (DAU) dan 
pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
belanja pemerintah daerah. Penelitian ini 
dilakukan di Pemerintahan Kota 
Tasikmalaya dengan periode tahun 
2004-2011. Hasil penelitian tersebut 
adalah PAD berpengaruh tidak signifikan 
terhadap belanja modal, hal ini disebabkan 
masih kecilnya dana yang didapatkan dari 
PAD. Sehingga belum memberikan 
kontribusi yang besar terhadap belanja 
modal. DAU berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Belanja Modal. DAU 
berpengaruh tehadap belanja modal karena 
DAU masih menjadi dana utama untuk 
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membantu membiayai belanja daerah 
termasuk belanja modal. DAU ini 
merupakan dana yang dialokasikan kepada 
daerah dalam rangka desentralisasi. Secara 
simultan antara PAD dan DAU 
memberikan pengaruh terhadap Belanja 
Modal. Dengan semakin besar PAD dan 
DAU yang diterima diharapkan dapat 
membiayai Belanja Modal. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
(Mangunkusumo, 2012) meneliti 
pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan 
pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
belanja daerah. Penelitian ini melakukan 
study pada Kabupaten / Kota propinsi 
wilyah Pulau Jawa selama periode 
2009-2011. Hasil penelitian tersebut 
terbukti secara simultan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 
Umum berpengaruh positif terhadap 
alokasi belanja daerah. Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang memiliki PAD dan 
DAU yang tinggi, maka pengeluaran 
sebagai alokasi belanja daerahnya semakin 
tinggi juga. 
 
Pengertian Fiscal Federalism  
Fiscal federalism  menjelskan bahwa 
penyusunan anggaran harus berbasis pada 
kebutuhan dari masyarakatnya. Logika 
penjelasannya adalah bahwa penerapan 
desentralisasi anggaran menyebabkan 
pemerinah daerah akan lebih dekat dengan 
masyarakatnya, sehingga lebih mengetahui 
informasi tentang kebutuhan 
masyarakatnya. Pemerintah daerah juga 
akan lebih mengetahui sember daya dan 
sumber ekonomi daerah.  Berbasis 
pengatahuan tentang kebutuhan dan 
sumber daya dan ekonomi inilah yang 
digunakan untuk menyusun anggaran 
pendapaatan dan belanja daerah (APBD). 
APBD yang penyusunannya dilandasi 
pengetahuan tentang kebutuhan 
masyarakat dan ditunjang dengan 
pengetahuan tentang informasi sumber 
daya dan sumber ekonomi akan 
menghasilkan rencana pembangunan  yang 
realistis. Artinya anggaran pendapatan dan 
belanja daerah diharapkan akan mampu 
menjadi alat dalam mendorong 
peningkatan capaian layanan yang lebih 
baik sesuai kebutuhan masyarakat 
(Samekto,2011). 
 Teori fiscal federalism juga 
menjelaskan bahwa pemerintah daerah 
seharusnya mampu menjalankan anggaran 
daerah dengan lebih efisien dan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Efisiensi anggaran akan dicapai karena 
pemerintah daerah dalam memobilisir, 
memberdayakan dan mengalokasikan 
sumber daya daerah akan disesuaikan 
dengan kebutuhan layanan masyarakatnya. 
Pemerintah Pusat juga akan bersifat sangat 
bijaksana dan berusaha untuk membuat 
keputusan-keputusan ekonomi publik yang 
efisien dan efektif berdasarkan pada 
collective preferences dari masyarakatnya 
(Oates, 1993) dalam (Samekto,2011). 
Keputusan ekonomi publik itu meliputi 
peran pemerintah pusat dalam alokasi dan 
distribusi atas sumber-sumber ekonomi 
yang tercakup pada anggaran daerah.  
Keputusan-keputusan publik pemerintah 
memiliki dua tujuan yaitu ; implementasi 
peran alokasi dan distribusi pemerintah 
atas sumber-sumber ekonomi untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat(Blanchart, 2000) dalam 
(Samekto, 2011). Asumsi bahwa 
pemerintah akan berperilaku berusaha 
untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya, inilah yang menjadikan 
justifikasi bagi implementasi desentralisasi 
sangat kuat. Konsumsi semua jenis barang 
publik tidak lagi dalam lingkup nasional, 
tetapi dibatasi pada wilayah geografi dari 
masing-masing daerah yang memiliki 
kebutuhan alokasi. Berdasarkan uraian 
diatas peneliti disini menggunakan teori 
fiscal fedeeralism sebagai grand theory 
yang melandasi pengembangan hipotesis. 
Anggaran Daerah 
 Untuk melaksanakan hak dan 
kewajibannya serta melaksanakan tugas 
yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah 
harus mempunyai suatu rencana yang 
matang untuk mencapai suatu tujuan yang 
dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut 
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yang disusun secara matang nantinya akan 
dipakai sebagai pedoman dalam setiap 
langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh 
karena itu rencana-rencana pemerintah 
untuk melaksanakan keuangan Negara 
perlu dibuat dan rencana tersebut 
dituangkan dalam bentuk anggaran. 
Pengurusan keuangan di pemerintah 
daerah diatur dengan membagi menjadi 
pengurusan umum dan pengurusan khusus. 
Pemerintah daerah memiliki APBD dalam 
pengurusan umum dan kekayaan milik 
daerah yang dipisahkan pada pengurusan 
khusus. APBD dapat didefinisikan sebagai 
rencana operasional keuangan pemda, 
dimana pada satu pihak menggambarkan 
perkiraan pengeluaran satinggi-tingginya 
guna membiayai kegiaatan-kegiatan dan 
proyek-proyek daerah selama satutahun 
anggaran tertentu, dan dipihak lain 
menggambarkan perkiraan dan sumber-
sumber penerimaan daerah guna menutupi 
pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 
Sedangkan definisi APBD pada orde lama 
adalah kegiatan badan legislatif (DPRD) 
memberikan kredit kepada badan eksekutif 
(kepala daerah) untuk melakukan 
pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga 
daerah sesuai dengan rancangan yang 
menjadi dasar (grondslag) penetapan 
anggaran dan yang menunjukkan semua 
penghasilan untuk menutup pengeluaran 
tadi. 
Alokasi Anggaran Belanja Daerah 
 Belanja daerah adalah semua 
pengeluaran Pemerintah Daerah pada 
suatu periode Anggaran. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari 
tiga komponen utama, yaitu unsur 
penerimaan, belanja rutin dan belanja 
pembangunan. Ketiga komponen itu 
meskipun disusun hampir secara 
bersamaan, akan tetapi proses 
penyusunannya berada di lembaga yang 
berbeda (Halim, 2002 : 68). Belanja juga 
dapat dikategorikan menurut 
karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: 
(1) Belanja selain modal (Belanja 
administrasi umum; Belanja operasi, 
pemeliharaan sarana dan prasarana publik; 
Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) 
Belanja modal. Belanja tidak terduga 
merupakan belanja untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang seperti penanggulangan bencana 
alam dan bencana social yang tidak 
diperkirakan sebelumnya, termasuk 
pengembalian atas kelebihan penerimaan 
daerah tahun- tahun sebelumnya yang 
telah ditutup (Halim, 2002 : 69). 
Pendapatan Asli Daerah 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan 
Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos 
Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non 
Pajak yang berisi hasil perusahaan milik 
daerah, Pos Penerimaan Investasi serta 
Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 
2002) dalam (Rahmawati, 2010). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
semua penerimaan daerah yang berasal 
dari sumber ekonomi asli daerah. 
Identifikasi sumber Pendapatan Asli 
Daerah adalah meneliti, menentukan dan 
menetapkan mana sesungguhnya yang 
menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah 
dengan cara meneliti dan mengusahakan 
serta mengelola sumber pendapatan 
tersebut dengan benar sehingga 
memberikan hasil yang maksimal. 
 Wujud dari desentralisasi fiskal 
adalah pemberian sumber-sumber 
penerimaan bagi daerah yang dapat 
digunakan sendiri sesuai dengan potensi 
daerah. Kewenangan daerah untuk 
memungut pajak dan retribusi diatur dalam 
Undang-undang No.34 Tahun 2000 
ditindaklanjuti dengan peraturan 
pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut 
Brahmantio (2002) dalam (Rahmawati, 
2010) pungutan pajak dan retribusi daerah 
yang berlebihan dalam jangka pendek 
dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah, namun dalam jangka panjang 
dapat menurunkan kegiatan perekonomian, 
yang pada akhirnya akan menyebabkan 
menurunnya Pendapatan Asli Daerah. 
Dana Alokasi Umum 
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 Dana Alokasi Umum adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam pelaksanaan desentralisasi (Halim, 
2002 : 65). Pembagian dana untuk daerah 
melalui bagi hasil berdasarkan daerah 
penghasil cenderung menimbulkan 
ketimpangan antar daerah dengan 
mempertimbangkan kebutuhandan potensi 
daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi 
daerah yang potensi fiskalnya besar namun 
kebutuhan fiskalnya kecil akan 
memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum 
yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang 
memiliki potensi fiskalnya kecil namun 
kebutuhan fiskalnya besar akan 
memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum 
relatif besar. Dengan maksud melihat 
kemampuan APBD dalam membiayai 
kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka 
pembangunan daerah yang dicerminkan 
dari penerimaan umum APBD dikurangi 
dengan belanja pegawai. Dana 
Alokasi Umum adalah dana yang berasal 
dari APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah untuk membiayai kebutuhan 
pembelanjaan.  
Pengaruh Dana Alokasi Umum 
Terhadap Belanja Daerah 
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 
terhadap alokasi belanja daerah. Belanja 
daerah adalah semua pengeluaran 
Pemerintah Daerah pada suatu periode 
anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri 
dari belanja tidak langsung dan belanja 
langsung. Belanja tidak langsung 
merupakan belanja yang tidak memiliki 
keterkaitan secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri 
dari belanja pegawai, belanja bunga, 
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak 
terduga. Belanja langsung merupakan 
belanja yang memiliki keterkaitan secara 
langsung dengan program dan kegiatan 
yang meliputi belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa serta belanja modal 
(Puspita, 2009). 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
Terhadap Belanja Daerah 
 Studi tentang pengaruh pendapatan 
daerah (local own resources revenue) 
terhadap pengeluaran daerah sudah banyak 
dilakukan, sebagai contoh penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa 
(2004), Syukriy & Halim (2003) 
menyatakan pendapatan (terutama pajak) 
akan mempegaruhi Anggaran Belanja 
Pemerintah Daerah dikenal dengan nama 
tax spend hyphotesis. Dalam hal ini 
pengeluaran Pemerintah Daerah akan 
disesuaikan dengan perubahan dalam 
penerimaan Pemerintah Daerah atau 












H1: Ada Pengaruh antara Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Alokasi 
Belanja daerah. 
H2: Ada Pengaruh antara Dana Alokasi 





Berdasarkan jenis datayang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data  Penelitian yang 
dilakukan ini apabila ditinjau dari jenis 








1. Ditinjau dari tujuan penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 
deduktif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menguji hipotesis 
melalui validasi teori pada keadaan 
tertentu. Hasil pengujian data 
digunakan sebagai dasar untuk 
kesimpulan penelitian, yaitu 
mendukung atau menolak hipotesis 
yang telah dikembangkan. 
2. Ditinjau dari permasalahan 
penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian 
event studi karena variabel-variabel 
yang akan diteliti sudah jelas. 
3. Ditinjau dari jenis data yang diteliti 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder. Data sekunder 
tersebut berupa laporan realisasi APBD 
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 
Batasan Penelitian 
Meskipun penelitian ini telah dirancang 
dengan sebaik-baiknya, namun masih 
terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 
1. Keterbatasan dalam mengambil 
variabel independen yang 
digunakan 
Dalamp enelitian, yaitu hanya 
terbatas pada Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 
Umum. 
2. Keterbatasan dalam mengambil 
jenis sampel, yang digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian ini 
hanya Kabupaten dan Kota di Jawa 
Timur yang melaporkan laporan 
realisasi anggaran pada situs Dirjen 
Perimbangan Keuangan. 
3. Keterbatasan dalam mengambil 
periode penelitian, yaitu periode 4 
tahun (2009-2012), sehingga hasil 
yang diperoleh kemungkinan tidak 
konsisten dengan hasil penelitian 
sebelumnya. 
Identifikasi Variabel Penelitian 
Berdasarkan landasan teori dan hipotesis, 
penelitian ini meliputi variabel terikat 
(dependent variabel) dan variabel bebas 
(independent variabel). Variabel 
dependent dalam penelitian ini adalah 
alokasi belanja daerah sedangan variabel 
independent penelitian ini adalah 
pendapatan asli daerah (PAD) dan dana 
alokasi umum (DAU). 
Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 
a. Alokasi Belanja Daerah  
 Alokasi Belanja Daerah yang 
diteliti adalah Belanja daerah 
adalah semua pengeluaran 
Pemerintah Daerah pada suatu 
periode Anggaran. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah terdiri dari tiga 
komponen utama, yaitu unsur 
penerimaan, belanja rutin dan 
belanja pembangunan. Belanja 
Daerah dalam penelitian ini 
dapat diketahui dari pos 
belanja daerah dalam Laporan 
Realisasi Anggaran 
Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur dari tahun 2009 
sampai dengan 2012. Alokasi 
belanja daerah terdiri dari 
belanja tidak langsung dan 
belanja langsung. Belanja tidak 
langsung merupakan belanja 
yang tidak memiliki 
keterkaitan secara langsung 
dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan pemerintah yang 
terdiri dari belanja pegawai, 
belanja bunga, subsidi, hibah, 
bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, bantuan keuangan dan 
belanja tidak terduga. 
Sedangkan belanja langsung 
merupakan belanja yang 
memiliki keterkaitan secara 
langsung dengan program dan 
kegiatan pemerintah yang 
meliputi belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa serta 
belanja modal (Puspita sari, 
2009). 
b. Pendapatan Asli Daerah 
Menurut (Bastian, 2002) 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah Pendapatan Asli 
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Daerah yang terdiri dari Hasil 
Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Pendapatan dari Laba 
Perusahaan Daerah dan lain-
lain Pendapatan Yang Sah. 
Pendapatan Asli Daerah dalam 
penelitian ini dapat diketahui 
dari pos belanja daerah dalam 
Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Kabupaten dan 
Kota di Jawa Timur dari tahun 
2009 sampai dengan 2012. 
Rumus untuk menghitung 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yaitu:  
PAD = Pajak daerah + 
Retribusi daerah + Hasil 
pengelolaan 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan + Lain-lain PAD 
yang 
sah 
c. Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
adalah transfer yang bersifat 
umum dari Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Daerah untuk 
mengatasi ketimpangan 
horizontal dengan tujuan 
utama pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah (Halim, 
2009). Dana Alokasi Umum 
(DAU) diperoleh dengan 
melihat dari Dana 
Perimbangan yang ada di 
Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Kabupaten dan 
Kota di Jawa Timur. 
Populasi, Sampel dan Teknik 
Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi 
Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten 
dan 9 Kota. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive sampling 
dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 
yang representative sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan. Adapun kriteria yang 
digunakan untuk memilih sampel adalah 
sebagai berikut : 
1. Kabupaten/Kota yang 
menyampaikan laporan 
realisasi APBD tahunan 
kepada Dirjen Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
tahun 2009  hingga 2012 
2. Kabupaten/kota 
mencantumkan data-data 
mengenai PAD, DAU, DAK 
dan alokasi belanja daerah 
pada Laporan Realisasi APBD 
yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
Data dan Metode Pengumpulan Data 
 Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari dokumen Laporan 
Realisasi APBD tahun 2009 hingga 2012 
kepada situs Dirjen Perimbangan 
Keuangan http://www.djpk.depkeu.go.id 
Propinsi Jawa Timur. Laporan Realisasi 
APBD diperoleh data mengenai jumlah 
realisasi anggaran Belanja Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana 
Alokasi Umum. 
 
SUBJEK PENELITIAN DAN 
ANALISIS DATA 
Data deskriptif 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD memiliki nilai minimum sebesar 
Rp8.767.000.000. Hasil penelitian 
menunjukkan Pendapatan Asli Daerah 
terendah di Jawa Timur diperoleh dari 
Kab. Pasuruan pada tahun 2009. Oleh 
karena itu Kabupaten Pasuruan masih 
sangat tergantung dengan pemerintah 
pusat untuk membiayai belanja daerahnya. 
Kabupaten Pasuruan harus meningkatkan 
PAD dengan menggalli terus sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerahnya 
sendiri. 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
DAU memiliki nilai minimum sebesar 
Rp223.965.000.000. Hasil penelitian 
menunjukkan Dana Alokasi Umum 
terendah di Jawa Timur diperoleh dari 
Kota Blitar di tahun 2010. Ini 
membuktikan Kota Blitar bisa mandiri 
dalam membiayai pelaksanaan otonomi 
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daerah DAU memiliki nilai maksimum 
sebesar Rp1.281.613.000.000. Hasil 
penelitian menunjukkan Dana Alokasi 
Umum tertinggi di Jawa Timur diperoleh 
dari Kabupaten Malang di tahun 2012. 
Artinya bahwa Kabupaten Malang telah 
mendapatkan dana transfer dari 
pemerintah pusat untuk dapat  pemerataan 
kemampuan keuangan Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah. Ini 
membuktikan bahwa Kabupaten Malang 
masih tergantung terhadap Pemerintah 
Pusat. 
Alokasi Belanja Daerah 
BD memiliki nilai minimum sebesar 
Rp351.430.000.000. Hasil penelitian 
menunjukkan BD terendah di Jawa Timur 
diperoleh dari Kota Blitar pada tahun 
2010. Ini membuktikan Kota Blitar 
memiliki belanja daerah yang tidak begitu 
besar dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya. 
BD memiliki nilai maximum sebesar 
Rp5.195.103.000.000. Hasil penelitian 
menunjukkan LnBD tertinggi di Jawa 
Timur diperoleh dari Kota Surabaya pada 
tahun 2011. Ini membuktikan bahwa Kota 
Surabaya memiliki Belanja daerah yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
Uji Asumsi klasik 
Uji Multikoliniearitas 
 Nilai tolerance pada masing-masing 
variabel independen tidak ada yang kurang 
dari 0,10 dan untuk hasi perhitungan VIF 
(Variance Inflation Factor) juga 
menunjukkan hal yang sama yakni tidak 
ada satu variabel independen yang 
memiliki niali VIF lebih dari 10. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
mutikolinieritas antar variabel independen 
dalam model regresi. 
Uji Autokorelasi 
 Nilai DW sebesar 1,819. Nilai ini 
akan kita bandingkan dengan nilai tabel 
dengan menggunakan nilai signifikansi 
5%, jumlah sampel 133 dan jumlah 
variabel independen 2 (k=2), maka nilai di 
dalam tabel durbin watson adalah nilai dl 
= 1,70166 dan nilai du = 1,73194. Oleh 
karena nilai DW 1,819  lebih besar dari 
nilai (du) 1,73194 dan lebih kecil dari nilai 
(4-du) 2,26806, maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi autokorelasi.  
Uji Normalitas 
Terlihat bahwa tersebut mendapat 
standardized residual untuk asymp.sig (2-
tailed) menunjukkan nilai 0,000 yang 
berada dibawah 5 persen atau 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut tidak terdistribusi normal.  
Pengujian Hipotesis 
Koefisien Determinasi 
 Hasil output SPSS pada tabel 
menunjukkan bahwa Angka R square 
adalah 0.946. R-square atau koofisien 
determinasi memiliki arti bahwa 94,6% 
dari Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh 
variabel PAD dan DAU. Untuk sisanya 
sebesar 5,4% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model. Nilai R-square berkisar 
diantara 0 sampai 1. Semakin kecil nilai R-
square, maka semakin lemah hubungan 
kedua variabel. 
Uji Signifikansi Simultan (statistik F) 
Dari hasil output hasil uji statistik F yang 
dapat dilihat pada tabel menunjukkan 
perhitungan statistik uji F sebesar 748,435 
dengan probabilitas 0,000. Karena 
probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 (0,00 
< 0,05) maka model regresi ini bisa 
dipakai untuk memprediksi Belanja 
Daerah atau dapat dikatakan model layak 
dujikan. Secara simultan, seluruh variabel 
independen PAD dan DAU berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel  
Belanja Daerah. 
Uji Signifikansi Parameter Individual 
(Uji Statistik t) 
1.  Pengujian hipotesis ini 
ditunjukkan dengan nilai t 
hitung dari hasil output SPSS 
sebesar 36,457 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 
0.05. Hal ini berarti H0 ditolak 
yang artinya bahwa PAD 
berpengaruh terhadap BD. 
Dengan demikian hipotesis 
yang menyebutkan terdapat 
pengaruh antara PAD terhadap 
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Alokasi Belanja Daerah dapat 
diterima. 
2.  Pengujian hipotesis ini 
ditunjukkan dengan nilai t 
hitung dari hasil output SPSS 
sebesar 19,084 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 
0.05. Hal ini berarti H0 ditolak 
yang artinya bahwa DAU 
berpengaruh terhadap nilai BD. 
Dengan demikian hipotesis 
yang menyebutkan terdapat 
pengaruh antara DAU terhadap 
Alokasi Belanja Daerah dapat 
diterima. 
Pembahasan 
Pembahasan hasil penelitian dari masing – 
masing variabel dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Alokasi Belanja Daerah. 
 Hipotesis pertama menyatakan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 
Hasil pengujian statistik menunjukkan 
tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat 
signifikan 0,05. Sehingga dapat 
membuktikan bahwa PAD berpengaruh 
terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Mangunksumo (2012) yang berpendapat 
bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi 
belanja daerah. 
Hasil penelitian diatas telah 
menunjukan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan sumber 
pendapatan penting bagi sebuah daerah 
dalam memenuhi belanjanya. Alokasi 
Belanja Daerah merupakan hasil dari 
penjumlahan antara Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung. Jika 
dana DAU tidak mencukupi untuk 
memenuhui kebutuhan belanja daerah, 
maka dana PAD yang akan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Dari hasil penelitian pengaruh PAD 
terhadap Alokasi Belanja Daerah 
menunjukkan hasil yang sesuai. Selama 4 
tahun, dengan 133 sampel yang digunakan 
dalam penelitian menunjukkan hasil sesuai 
dengan hasil analisis dimana jika PAD 
naik maka Alokasi Belanja Daerah juga 
naik. Hal tersebut dikarenakan variabel 
PAD memberikan pengaruh yang besar 
terhadap Alokasi Belanja Daerah. Karena 
dari nilai R square sebesar 92% mampu 
dijelaskan oleh variabel PAD sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model. 
2. Pengaruh Dana Aloksi Umum 
terhadap Alokasi Belanja Daerah 
 Hipotesis kedua menyatakan bahwa 
Dan Dana Alokasi Umum dapat 
menunjukan tingkat kemandirian suatu 
daerah. Semakin banyak Dana Alokasi 
Umum yang diterima maka berarti daerah 
tersebut masih sangat tergantung terhadap 
Pemerintah Pusat dalam memenuhi 
belanjanya, ini menandakan bahwa daerah 
tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga 
sebaliknya. Dana Alokasi Umum 
berpengaruh positif terhadap alokasi 
belanja daerah. Belanja daerah adalah 
semua pengeluaran Pemerintah Daerah 
pada suatu periode anggaran. Alokasi 
belanja daerah terdiri dari belanja tidak 
langsung dan belanja langsung. Menurut 
(Halim 2002 : 65) Dana Alokasi Umum 
(DAU) adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan keuangan antar daerah untuk 
mebiayai kebutuhan pengeluarannya di 
dalam pelaksanaan desentralisasi. 
Berkaitan dengan dana perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Daerah, hal tersebut merupakan 
konsekuensi adanya penyerahan 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah 
secara leluasa dapat menggunakan dana ini 
untuk member pelayanan yang lebih baik 
kepada masyarakat. 
 
PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA 
Penelitian ini menggunakan uji analisis 
regresi berganda untuk membuktikan 
hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian, 




1. Hipotesisi pertama Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh signifikan 
terhadap Belanja Alokasi 
Belanja Daerah. Pendapatan 
Asli Daerah kabupaten/kota di 
Jawa Timur terbesar diperoleh 
dari pajak daerah dan retribusi 
daerah. Hal ini, membuktikan 
bahwa pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur tahun 2009 samapai 
dengan 2012 mampu 
mengupayakan sumber-sumber 
pendapatan yang dimiliki oleh 
kegiatan pemerintah sehingga 
mampu memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitarnya. Oleh 
karena itu, Pemerintah Daerah 
yang memiliki PAD tinggi 
maka pengeluaran untuk 
Alokasi Belanja Daerah  juga 
semakin tinggi. 
2. Hipotesis kedua  Dana Alokasi 
Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan  terhadap Alokasi 
Belanja Daerah. Oleh karena 
itu pemerintah pusat 
memberikan dana transfer 
kepada pemerintah daerah 
dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan daerah. 
Hal ini menujukkan bahwa 
Pemerintah Daerah yang 
memiliki DAU tinggi  
memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap pemerintah 
pusat,  Sehingga pemerintah 
pusat memberikan Dana 
Alokasi Umum  yang 
diharapkan dapat 
meningkatkan  pengalokasian  
belanja daerah pada 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur.Dana Alokasi Umum 
(DAU) berpengaruh signifikan  
terhadap Alokasi Belanja 
Daerah. Oleh karena itu 
pemerintah pusat memberikan 
dana transfer kepada 
pemerintah daerah dengan 
tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan daerah. 
Hal ini menujukkan bahwa 
Pemerintah Daerah yang 
memiliki DAU tinggi  
memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap pemerintah 
pusat,  Sehingga pemerintah 
pusat memberikan Dana 
Alokasi Umum  yang 
diharapkan dapat 
meningkatkan  pengalokasian  
belanja daerah pada 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur. 
Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian yang 
diperoleh selama penelitian 
berlangsung adalah sebagai berikut: 
1. Keterbatasan yang terdapat 
pada penelitian ini 
yaitu.periode penelitian ini 
hanya empat tahun (Tahun 
2009-2012) sehingga masih 
kurang dalam melakukan 
generalisasi. Selain itu variabel 
bebas yang digunakan hanya 
dari aspek keuangan sehingga 
kurang lengkap. 
2. Studi ini tidak menganalisis 
lebih jauh efektifitas dan 
efisiensi penggunaan anggaran 
(misalnya tidak 
mempertimbangkan jumlah, 
struktur usia, dan tingkat 
pendidikan pegawai dan 
penduduk). 
3. Penelitian ini hanya 
menggunakan dua variabel 
independen yaitu PAD dan 
DAU karena masih ada 
variabel-variabel lain yang 
mampu mempengaruhi 
Alokasi Belanja Daerah.   
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4. Dalam menguji normalitas 
data, data yang diperoleh tidak 
terdistribusi secara normal. 
Saran 
  Saran yang diberikan dalam 
penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya 
perlu menambah, atau 
mengganti variabel-variabel 
lain baik ukuran-ukuran atau 
jenis-jenis penerimaan 
Pemerintah Daerah lainnya, 
maupun variabel non-
keuangan. 
2. Bagi peneliti  selanjutnya 
disarankan untuk 
memperbanyak sensus yang 
digunakan agar hasilnya lebih 
representatif terhadap populasi 
yang dipilih dan mengambil 
sempel selain kabupaten dan 
kota yang ada di Provinsi Jawa 
Timur. 
3. Pemerintah Daerah sebaiknya 
lebih mengoptimalkan potensi 
ekonomi lokalnya untuk 
menambah penerimaan daerah 
sehingga tercipta kemandirian 
daerah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
Hal ini akan memberikan 
dampak bahwa ketergantungan 
pada Pemerintah Pusat bisa 
dikurangi. 
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